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BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 27  TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Memmbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemernntah Pusat dan
Pemenntahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
. Informasi: Keuangan Daerah,
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Sistern informas:
Manajemen Keuangan Daerah Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeclenggaraan Negara
Yang Bersth dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
R I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R 1 Nomor 3851),
2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provins
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Baral
(Lembaran Negara R.1 Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
R 1 Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R 1 Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara R.I Nomor 3961),
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
. Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinst Maluku
Utara (Lembaran Negara R 1 Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lLembaran
Negara R | Nomor 4264),
4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara BRI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
R 1 Nomor 4286),

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomaor 4400),

7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan L.embaran Negara
R1 MNomor 4437) sebagaimana telah kedua kah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R [ Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan [.embaran Negara R | Nomor 4844),

8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pernnmbangan Keuangan
antara Pemenintah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara R 1
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4438),

9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234),
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10 Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara R 1 Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara R 1 Nomor 4578),

11 Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemernintahan Daerah (I embaran Negara
R 1 Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4593),

12 Peraturan Pemenintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instans1 Pemenntah (Lembaran Negara R 1 Tahun 2006 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4614),

13 Peraturan Pemernntah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemenntah  Dacrah  Kepada Pemenntah, Laporan
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informas: Laporan
Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran
Negara R.I Tahun 2007 Nomor 19, [ambahan Lembaran Negara R.I Nomor
4693),

14 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
l.embaran Negara R | Nomor 4737).

15 Peraturan Pemenintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sisum Pengendalian
Interen Pemerntah (Lembaran Negara R1 Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lemabara Negara R | Nomor 4890),

16 Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans:
Pemerintahan (Lembaran Negara R.I Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lemabara Negara R | Nomor 5265).

17 Peraturan Menterni Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mentenn Dalam Nagernnt Nomor 59 lahun 2007 dan Peraturan Menter1 Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negent Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,

18 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4),

19 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Orgamisasar dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor
3).

20 Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Kebijjakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
(Benita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010 Nomor 2),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati im yang dimaksud dengan

| Pemernntah Pusat selanjutnya disebut Pemernntah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan Pemerntahan Negara Kesatuan Republhik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan

Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemenntahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan

R ]
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera selatan

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemenntahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dar Pemernntah kepada gubernur sebagai
waki] Pemenntah

Tugas Pembantuan adalah penugasan dan Pemenntah kepada Daerah dan/atau desa atau
sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya
kepada yang menugaskan

Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujn bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Dana Perimbangan adalah dana yvang bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisas:

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dan APBN yang dilaksanakan oleh gubernur
sebagar wakil pemenntah yang mencakup semua penenmaan dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk investasi
vertikal pusat di daerah

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dan APBN yang dilaksanakan olch
Daerah vang mencakup semua penenimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Tugas Pembantuan

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bermla uang dan pihak lain sehingga daerah tersebut
dibebam kewajiban untuk membayar kembal

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilas dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selamjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang,
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan dacrah

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena

jabatannya mempunyar kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah

Bendahara Umum Daerah yang selamjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagal bendahara umum daerah
Pengguna Anggaran adalah pejabal pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang mihk daerah

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat
vang diber1 kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diben kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungs:1 SKPD
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Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah
pejabat yang melaksanakan fungs: dan tata usaha keuangan pada SKPD

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK  adalah Pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Pejabat Pelaksana 1ekms Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada
satuan kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program
sesual dengan bidang tugasnva.

Bendahara Penenmaan adalah staf yang ditunjuk untuk menenma, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dacrah
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD

Bendahara Penenmaan Pembantu adalah staf yang ditunjuk untuk menenma, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daecrah
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada satuan kerja
SKPD

Bendahara Penerimaan PPKD adalah staf yang ditumpuk untuk menennma, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penenmaan uang yang
bersumber dan transaksi PPKD

Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menenma, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belamja daerah
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah staf yang ditunjuk menenma, menyimpan
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan
belama daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
satuan kerja SKPD

Bendahara Pengeluaran PPKD adalah staf yang ditumpuk menenma, menyimpan,
membayarkan. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
transaks: PPKD

Entitas Pelaporan adalah satuan pemenntahan yang terdin atas satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajb menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan

Entitas Akuntans: adalah satuan pemenntahan pengguna anggaran/pengguna barang dan
oleh karenanya wanb menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan

Unit Kerja adalah bagian dan SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program

Tim Anggaran Pemenntah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah T'im yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sckretaris Daerah yang mempunyai
tugas menylapkan serla mclaksanakan kebijakan Kepala Dacrah dalam rangka penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah yang anggotanya terdin Pejabat Perencana
Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuan kebutuhan

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang bensi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

Rencana Kernja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kema dan anggaran Satuan Kema Pengelola
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

Kinerja adalah keluaran/hasil dar kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur

Fungs: adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemenintahan yang menjadi hak dan kewajiban
setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-
fungs: tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
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Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan mist Satuan Kerja Perangkat Dacrah

Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih satuan kerja
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdin darnn sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebaga
masukan/input untuk menghasilkan keluaran/output dalam bentuk barang/jasa

Masukan/input adalah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dart beberapa atau
kesemua jenis sumber daya untuk pelaksanaan suatu kegiatan guna pencapaian sasaran dan
tujuan Program dan Kegiatan

Sasaran/target/output adalah hasil yang diharapkan dan suatu program atau keluaran yang
diharapkan dan suatu kegiatan

Hasil/outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dar
kegatan-kegiatan dalam satu program

Kas Umum Daerah adalah tempat penyvimpanan uang daerah vang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan dipunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah

Rekenming Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penenimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran dacrah pada Bank yang telah ditentukan

Penerimaan Daerah adalah uang yvang masuk ke Rekeming Kas Umum Daerah
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dan Rekening Kas Umum Daerah

Pendapatan Dacrah adalah hak pemenntah daerah yang diakwi sebagair penambah nilai
kekayaan bersih

Belanja Daerah adalah kewapiban pemenntah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah

Defisit Anggaran Daerah adalah selhisih kurang antara pendapatan daerah dan belamja
daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penenmaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran benkutnya.

Sisa Lelnh Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih
realisasi penennmaan dan pengeluaran anggaran selama satu penode anggaran

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menenima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bermlar vang dan pihak lain sehingga daerah dibebam
kewajiban untuk membayar kembali

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau
hak pemerintah daerah yang dapat dimilai dengan uang sebagar akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajb dibayar pemernntah daerah dan/atau
kewapban pemenntah daerah yang dapat dimlar dengan uang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah

Dana Cadangan adalah dana yang disisthkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan
dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,
deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkathan
kemampuan pemernntah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau
pthak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya dan dilakukan melalu perjanjan.






